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RINCIAN BARANG

ARAT DAN KETENTUAN
1 Hakdan Kewaiiban

a. PenYedia
1l Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di

dalam SP ini

2) Penyedia memiliki kewajiban

a Tidak membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan Katalog Elektronik

b Tidak menjual barang menalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode

peniualan, jumlah dan tempat sefta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama

c Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat - lambat nya pada28 November 2025

e Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Peiabat / Panitia Penerima

Hasil Pekeriaan (PPHPJ melakukan pemeriksaan barang dan menemukan :

1. Barang rusak akibat cacat produksi

2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima Oleh Peiabat Pembuat Komitmen

3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum pada SP ini

f Memberikan layanan tambahan yang diperianjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan

g Memberikan layanan purna iual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang

b. Peiabat Pembuat Komitmen
1l Peiabat Pembuat Komitmen memiliki hr

a Menerima barang dari penyedia sesuai spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini
b Mendapatkan iaminan keamanan, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan

c Mendapatkan penggantian barang dalam hal:
1. Barang rusak akibat cacat produksi

2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima Oleh Peiabat Pembuat Komitmen

Total Harga
( Rp)Merk/ Type

Harga Satuan
( Rp)No tenis Barang Kuantitas



3. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum pada SP ini

d Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan

e Memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang

2l PejabatPenandatangan/PengesahanTanda Bukti Perlaniian memilikikewajiban:

a Melakukan pembayaran sesuai dongan total harga yang tercantum di dalam SP ini :

b Memeriksa kualitas dan kuantitas barang

c Memastikan layanarr tamtrahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti : Instalasi, Testing dan Pelatihan

2 Waktu Pengiriman Barang
penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 10 fSepuluh) hari kalender terhitung Tanggal 2B November

2025

3 Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut

a. Dinas KePendudukan Pencata

Jl. Moh.Hatta Lubuk Basung Agam

4 Tanggal barang diterima
Barang diterima paling lama tanggal 28 Novernber 2025

5 Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

a. pejabat pembuat Komitme n melalui pPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuau dalam SP ini

b" Dalam hal pemeriksaan barang Peiabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa

1^ Barang rusak akibat cacat produksi

2. Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima Oleh Pejabar Pembuat Komitmen

3. Barang yang cliterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum pada SP ini

maka pejabat pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia atas cacat

mutu atau kerusal<an barang tersebut.

c. peiabat pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk mclakukan pemeriksaan atau uii mutu terhadap barang yang diterima

d. pejabat pembuat Komitmen dapat memcrintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan penguiian

terhadap barang yang diaggap Pejabat Pembuat I(ornifinen mengandung cacat mutu atau kcrusakan

e. penyerlia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan pcnggantian barang sclambat lambatnya 30 hari

kalender

6 Harga
a PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercanturn di dalam SP ini

b Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, paiak, biaya, overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambalran dan biaya

layanan purna iual
c Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang torcantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7 Perpaiakan
penyedia berkewajibar.r untuk membayar semua paiak, bea, retribusi, tlan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang bcdaku atas

pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpaiakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

B Pengalihan dan/atau subkontrak
a. pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan ( merger J,

konsolidasi atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dilakukan dengan ketententuan sehagai herikut:
1) pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekcrjaan seperti pengiriman barang

(distrbusi barang] dari penyedia kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil lkbupaten Agam.

2l pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bcrsifat tidak standar misalnya untuk pekeriaan

kontruksi fminor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sehagainya.

9 Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

6. perubahan Sp dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Peiaba

Penan4atangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang di sepakati oleh Peiabat/Penandatangan/Pengesahan
'landa Bukti Pcrjaniian.

10 Peristiwa Kompensasi
a. peristiwa Kompensasi dapat rliberikan kepada penyedia dalanr hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat

melakukan pemhayaran prestasi peker;'aan kepada penvedia'

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Per.ianjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar (para

pihak).kcicpakatan scsuai

11 HakAtas Kekayaan Intelektual
a. Penyedia berkewaliban untuk memastjkan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Ilak Atas Kekayaan

Intclektual I HAKI ) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untukmenanggung PejabatPenandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Pcrjanjian dari atau atas

semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau ftlntutan hukum, proses

pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat PenandatanganlPengesahan Tanda Bukti I'erianjian



sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAI(1, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan
bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh penyedia.

12 faminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
a. Penyedia dengan iaminan pabrikan dari produsen pabrikan ( jika ada J berkewajiban untuk menjamin bahwa selama

penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akjbat desain, bahan dan cara kerla.

b. faminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 ( dua belas ) bulan setelah serah terima barang atau jangka
waktu lain yang ditetapkan dalam SP.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan mcnyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada
penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia
berkewajilran untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pcmberitahuan
tersebut.

e. Iika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan
Pejabat Penandatangan/Pengcsahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban
untuk membayar biaya perbaikan atau pcnggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perianjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

1,3 Pembayaran
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakulran oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian, dengan ketentuan :

U Penyedia telah mengajukan tagihan
2J Pembayaran dilakukan dengan ( sistem bulanan/sistem termin/pemhayoran secara sekaligus ); dan
3) Pembayaran harus dipotong denda I apabila ada ) dan pajak.

b, Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% [ seratus perseratus ) dan bukti penyerahan
pekeriaan diterbitkan.

c. Pejabat Pcnandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang
selambat-larnbalnyaT ftujuhJ hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14 Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila

1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-larnbatnya 14 (empat belasJ hari kerja;
2l Tidakdapatmemcnuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalamtransaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa

disertai alasan yang dapat diterima ;dan atau
3) Meniual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang letrih mahal dari harga Baranglfasa yang dijual selain

melalui e- Purchasing pada periode peniualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi admistratif berupa r

1] Peringatan Tertulis
2) denda; dan
3) Pelaporankepada LKPPuntukdilakukan :

aJ Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, otau
b] Penurunan pencatuman dari l(atalog Elektronik fe- Catalogue )

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud rlalam huruf a
dal huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala LKPP tentang
e-Purchasing

15 Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terradi Keadaan Kahar
b. Pemutusan SP nleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian

1J Peiabat Pcnandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila :

a) l(ebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b] Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kescmpatan sampai dcngan 50 ( lima puluh ) hari
kalender seiak masa berakhirnya pelalsanaan pekeriaan untuk menyelesaikan pekeriaan;

c-) Se telah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 [ lima puluh J hari kalender sejak masa
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji datam melaksanakan kewajibannya dan tidak mempcrbaiki kelalaiannya dalarn waktu
jangka waktu yang telah ditetapkan;

eJ Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pcmalsuan dalam prosese Pengadaanyangdiputuskan
oleh instansi yang berwenang; dan/atau

fl Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKn dan/atau pelanggaran pcrsaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1-) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti pcrnarnjian menyampaikan pemberitahuan rencana pernutusan
SP secara tertulis kepada penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1J Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

a) Akibat keadaan kahar schingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;



bJ Peiabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhui keputusan akhir penyelesaian
perselisihan; atau

c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tirlak memunuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam SP atau adendum Sp.

2J Peurutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1l dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belasl kerja sctelah
Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada pejabat penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti perfanjian.

16 Denda Keterlambatan pelaksanana pekeriaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekcrjaan dalam jangka waktu sebagaimana clitetapkan dalam Sp ini karena
kesalahan Penyedia, dikenakan dcnda keterlambatan sebesarU1000 (satu perseribu ) dari total hirrga atau dari sebagian total
harga sebagaimana tercantum dalam sp ini untuk setiap hari keterlambatan.

17 Keadaan Kahar
Keadaan Kahar adalah suatu keiadian diluar kchendak para pihal< dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kcwajiban yang ditentukan dalam Sp menjadi tidak dapat dipenuhi.
oalam hal keadaan Kahar, Penyedia membcritahukan tentang terjadinya Keatlaan K;rhar kcpada pejabat penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selarnbat-lambatnya i-4 ( enrpat belas ) hari kalender
seiak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan lfthar adalah hal-hal merugikan disebabkan olch perbuatan atau kelalaian para pihak.
Ketcrlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakulcan kesepakatan, yang clituangkan dalam peru6ahan Sp.

a.

b.

c,

d.

e,

1-B Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perajaniian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Sp ini atau interprestasinya
selama atau setelah pelaksanaan pelrerjaan, Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan
akan cliselesaikan melalui arbitrase', mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19 Larangan Pemberian Komisi
Penyedia meniarnin bahwa tidak satupun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/pengesahan Tanda BuLti perjanjian
telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun I gratifikasi ) atau keuntungan tidak sah lainnya bai[< langsung maupun
tidak langsung dari sP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang menrlasar
terhadap SP ini.

20 Masa Bcrlaku SP

sP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian sP ini dibuat dan ditandatangani dalam 4 fempatJ rangkap dengan ketentuan 2 ftigal rangkap bermaterai [2 (dual rangkap di penyedia dan 1
[satuJ rangkap di PPK] dan masing-masing rncmiliki kekuatan hukun, y"ng rr*r.
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